
Sebagaimana ... 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 
(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentangPerbendaharaan Negara dan Pasal 333 

ayal (IJ Undang-1Jndang Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerab, 

b. bahwa dalam rangka penguatan permodalan 
Perseroan Terbatas Bank Pern bangunan Daerah 
Nusa Tenggara Tim.ur maka Pemerintah Kota 
kupang memberikan tambahao penyertaan 
modal daerah sebagai Investaei daerah melalui 
peraturan daerah; 

meningkatkan pcndapatan asli daerah; 

Republik 
perlu 

Dasar .Negara 

1945 maka Tahun Indonesia 
Undang-Undang 

keuangan daerah demi suksesnya pelaksanaan 
otrmorni daerah eebagaimana diamanat.kan 

kemandirian mewujudkari 'urrtuk Menimbang a. bahwa 

WALl~OTA KUPANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENYER'l'AAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK 

PEMBANGUNAN DAERAH NUSATENQGARA TIMUR 

TENT ANG 

WALIKOTA KUPANG 

PROV1NSI NUSA TENCGARA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG 

NOMOR 3 TAJ:-lUN 2021 

• 



5, Perarurarr ... 

IJ -, Undang-Undang Nomor 23 'I'ahuri 2014 
tentang Pemer.i..ntahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembru::an Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimaria telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Repu blik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nornor I Tah un 2004 rerrtarrg 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara. 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tam bahan Lernbarari Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomo;r 5 Tahun1996 tentang 
Pernberrtukan. Kotamadya Daerah Tingkat II 
Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Taht.tn 1996 Nomor 43, Tambahan. Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 3633); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Reptrblik 1ndonesia Tahun 1945; 

d, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmaria 
dimalcsud dalam huruf a, .huruf b, dan Iruruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Dacrah tcntang 
Penyertaan Modal Daerah Pada Peraeroari 
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nuaa, 

'l'enggara Timur; 

• 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 'Tahrm 2020 
tentang Cipta Kerja, penyertaan modaJ 
ditetapkan dengan Peraturan Daerab; 

Mengingat 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud derigari: 

1. Modal Daerah adalah kekayaun Pemeriritah Daerah baik 
berupa uang maupun barang yang dapat dinilai denga.n 
uang seperti tariah, bangunan, mesin-mesin, irrverrtarta, 
surat-eurat berlaarga, fasilitas dan hak-hak lalnnya. 

Pasal 1 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN 
MODAL DAERAl-1 PADA PERSEROAN TERBATAS 
BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA 

TENGGARA 'T'TMUR. 

Menetapkan 

MBMU1'USKAN : 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERllli KOTAKUPANG 

Dan 

WALIKOTA KUPANG 

Dengan Perserujuan 
Bersama 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republil< Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tam.bah.an Lembaran Negara Repubtik Tndonesia 

Nomor 6322); 

• 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 

tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lernbsrrart 

Negara Republik Indonesia Tah uri. 2017 Nomor 
305, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6173); 



• 

e. efisiensi. 

Penyertaari Modal Daerah dilaksaoakan berdasarkan asas: 

a. kepastian hukum; 

b. akuntabilitas; 

c. kepastian nilai; 

d, fungsional; dan 

Pasal !2 

2. Penyertaan. Modal Daerah adalah pengalih.a.n kepemilikan 

kekayaan daerah yang semu.Ja merupakan kekayaan yang 

tidak dipisahkan rn enjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 

cliperhitungkan. sebagai saham daerah pada Perseroan 

Terbatas Bank Pemban.gunan Daerah Nusa 'l'enggarc,1 Trrrnrr. 

3. Perseroan T'er-bara s Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara 
Timur yang selanjutnya disingkat Pl' BPD N'FT adalah Bank 

Umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Prov+n si Nusa 

Tenggara Timur dan kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur. 
4. Stander Akurrtan si Pemerintah adalah prrnaip-prmeip 

akuntanei yang. diterapkan dalam mcnyu strn dan menyajikan 
laporan keuangan pemerintah. 

S. Deviden adalah bagian laba yang cliberikan kepada pemegang 
eaham seauai dengan persentase modal yang disetor, 

6. Kas CJmum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang 
ditentukan oleh Waliko1a urrtuk rneriampurig seluruh 

penerimaan Daerah dan diguriakan untuk membayar selurub 
pengeluaran Daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan BeJanja 'Daer-ah yang selanjutnya 
disrngkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belarija 
Daerah Kota kupang. 

8. Daerah adalah Kota kupang. 

9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota kupang. 

10. Walikota adalah Walikol.a kupang: 

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwak.ilan Rakyat Daerah Kota kupang. 



(2) Penyertaan ._.. 

(1) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana 
dirn ak su d dalarn Pasal 4 ayat (2) hu.ruf a hingga tahun 2020 
sebesar Rp 97.625.650.000,00 (sembilan puluh tujuh rniliar 
enam ratus dua puluh Jima jtrta. enam ratus Iima -puluh ribu. 
rupiah). 

Pasal 5 

(1) Penyert.aan Modal Daerah pada P'T BPD N'IT dalam bentuk uang 

sebesarRp 160.707.828.792,1 (seratus ena-m puluh milyar 
tujuh ratus tujuh juta delapan ratus dua putuh delapan rtbu, 
tujuh ratus sembilanpuluh clua dan. satu rupiah). 

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dtrnalcsud pada ayat {l) meliputi: 

a. Penyertaan Modal Daerah -yang telab disetor; dan 

b. rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah. 

(3) Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimarra dima.ksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- urrdarrgarr. 

Pasal 4 

BAB IT 

PENYERTAAN MODAL 

(1) Maksud Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur 
permodala.n PT BPD NIT serta sebagai investasi jangka panjang 
yang 'beror-ierrtaai pada perririgkat.an pendapatan Daerah. 

(2J Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan 
pendapatan asli Daerah guna.menunjang pembanguna,n Daerab 
serta m entngkatkan kinerja dan pengembangan PT BPD NTT di 
bidang perbankan. 

• Pasal 3 



• 

(21 Penyertaan Modal Daetah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari: 

a. dalam. bentuk uang sebcsar Rp 92.050.000.000,- (scmbilan 
puru h dua miliar lima pu1uh juta rupiah) meliputi: 

L Penyertaan Mo<ial Daerah yang disetor pa<la. tahun 2004 
sebesar Rp 1.550.000.000,00 (satu m.iliar lima ratus 
lima puluh juta rupiah); 

z. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2005 
sebesar Rp 13.500.000.000,00 (Tiga belas miliar lima 
ratus juta ruptah]: 

3. Penyertaan Modal Daerah, yang disetor pada tahun 2007 
sebesar Rp S.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 

4. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2008 
sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 

5. Penyertaan Modal Daerah y:ang disetor pada, lahun 2011 
sehesar Rp 1.000.000.000,00 (satu rniliar rupiah); 

6. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2012 
sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 

7. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun, 2013 
scbcsar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 

8. Penyertaan Modal Dae:rah yang disetor pada tahun 2014 
eebesar Rp 10.000.000.000,00 (eepuluh miliar rupiah); 

9. Pcnycrtaan Modal Daerah yang disctor pad a tahun 2015 
sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 

10.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2016 
sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 

1.1. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2017 
eebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepu.luh iniliar rupiah]; 

1.2.Pe:1;1yertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2018 
aebe'sar-Rp 5.000.000.000,00 (lima milfar rupiah); dan 

1.3. Penyertaan Modal Daer-ah yang di setor pada tahun 2020 
eebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

b. dalam bentuk konversi cadangan um.um yang diakui 
sebagai penyertaan modal yang disetor pada tahun 2020 
sebesar Rp 5.575.650.000,00 (lima miliar lima ratus tujuh 
pulul1limajuta enarn natue Iima puluh .ribu r'upiah). 



12l Penarnbahan ... 

(1) Pemertntah Daerah dapat menrunbah atau mengurangi .rrilai 

Penyertaan Modal Daerah sebagai.mana dlmaksud dalam Pasal 6 
ayat (2) sesuai de ngari kemampuan keuan:gan Daerab dan 
-perkembangan kinerja PT BPD NTT setelah mendapat 
persetujuan DPRD. 

Pasal 7 

ll) Renca.na penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana 

dimaksud datarn Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp 

63.082.178.792,1 (enam puluh tiga milyar delapan puruh, dua 

juta seratus tujub pulub delapan ribu tujuh ratus sembilan 

puluh dua dan satu rup,iah). 
12) Ren:cana penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dialokasikan dalam APBD secara bertahap mehputi: 
a. tarruri anggaran 2021 sebeear Rp 10.102.804.332,45 (sepuluh 

miliar seratus dua juta delapan ratus ernpat r:ibu tiga ratus 
tigapuluh duadan empat puluh lima rupiah); 

b. tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.1 .309.359.694,38 (sebelas 
miliar tiga rarue sembilan juta tiga ratus lima puluh 
sembilan rihu ena.rn rat:us sembilan puluh empat dan tiga 
puluh delapan rupiah); 

c. tahun anggaran 2023 sebcsar Rp 12.609.936.059.23 (due 
betas miJiar enam ratus sernbilan juta scmbilan ratus tiga 
puluh enam ribu lima puruh sembilan dan dua puhrh tiga 
rupiah); 

d, tahun anggaran 2024 sebeear Rp 14.060.078.706,04 (cmpat 
belas miliar enam puluh juta tujuh puluh delapan ribu 
tuJnh ratue enam dan empat rupiah); dan 

e. taliun anggaran 2025 sebesar .Rp 15.000.000.000,00 (lima 
belas rniliar rup+ab]. 

Pasal 6 



b. laporan keuangan perusahaan. 

a. Iaporan realtsasi kirrerja ; d an 

(1) PT DPD NTT wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
kepada Walikota selaku pcmegang sabam. 

(2) Laporan sebagaimana-d.im;aksud pada ayat (1) meliputi: 

Pasal 11 

Daerah Penatausahaan -pengelolaan Penyertaan Modal 
dilal<sanakan sesuai Standar Akuntansi Pemcrintah. 

Pasal 10 

BABV 

PENATAUSAH.AAN DAN 

PELA.POXAN 

Penyertaan ModaJ Daerah pada PT 13PD NIT direalisasika:n pada 
APDD Tahun berkenaan. 

Pasal 9 

BABN 

REALISASI 

Penganggaran Penyertaan Modal Daerah dikelompokk.an dalam 
arrggaran pengeruaran pembiayaan dacrah jenis Penyertaan Modal 
Perner-irrtab Daerah , 

Pasal 8 

BAB HI 

PENGANGGARAN 

• 

(Z) Penambahan atau pengurangan nilai Penyertaan Modal 

Daerah se'bagairna.na. dlmaksud pada ayat (1) dianggarkan 
dalarn Peraturan Daerab tentang APBD dan/are.u Pernbahan 
APBD tahun anggarari berkenaan dcngan pereetujuan DPRD. 



Pasal 14 ... 

Pada saat Peraturan Daerab irri mulai berlaku, Peraturan Daerah 
Kota Kupang Nornor 4 Tahun 2017 terrtarig Penyertaan Modal 
Daerah, Pada Perseroan terbatas Bank .Pembangunan Daerah Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Dacrah Kota Kupa:ng Tahun 2017 
Nomor 4, Tambah.an Lembaran Daerah. Kota Kupang Nomor 276), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VTT 
KETENTUAN PENUTUP 

Paaal 13 

{l) Hasil usaha Penyertaem Modal Daer ah pad a P'T' BPD NT1' 
merupakan persentase Iaba usaha da larn berrtuk Devid en, 

(2) Bagi an hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT 

meojadi hak Pemet:intab Daerah dan clisetor ke Ka.s Um.um 
Daerah dan dimasukan dalam APBD tahun berikutnya 
b:erdasarkan persentaee sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 12 

BABVl 

HASIL USAHA 



PENJE:LASAN ... 

NOMOR REOISTRASI PERAWRAN DAERAH PROVJNSI NUSA 
T,ENGGARATIMUR KO'l'A KUPANG 03/2021 

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 20Ql NOMOR 03 

Dtundangkan di Kuparig 

pada tanggal 28 Oktober 2021 

, ON R. RIWU KORE r 

Ditetapkan di Kota Kupang 

pada tanggal 28 Oktober 202 l 

~C~.A KUPANG, J 

Agar setiap orang mengetahuin.ya, memerintahkan pengundangan 
Peraruean Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran 
Daerah Kota Kupang. 

• 
Peraturan Daerah ini mu]aj berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 14 



• 

perkembangan ekonomi melalui penyertaan modal kepada 
badan usaha Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota kupang 
rnerupakan salab ~at.u -pemegang saham P1' Bank N1'1' yang 

dapat memberikan penyertaan modal daer-ah sebagai Tnvestasi 
daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undarig 

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
ciao Paaal 333 a,yac (1) Undang-Undang Nomor 23 'l'ahun 2014 
terrtang Pemetintahan Daerah eebagaimana telah diubah 
beberapa. kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyertaan modal ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 
Unruk mclaksanakan penyertaan modal pada Pr Bank 

N'TT, Pemerintah Daerah telah melihat rencana bisi1is PT Bank 
N'TT dan telah rn elalcu karr analisis investasi. Hasil analisis 
Investasi tersebut, menunjul<an babwa layak dilakukan 
penyertaan modal pada PT Bank N'lvr. 

Berdaaarkan basil analisis investasi dan rnel'ih at pada. 
rencana bisnis Pr Bank NIT, maka Pada Tahun 2020, 

Pemerintah Kota Kupang berupaya meningkatkan pertumbuhan 
dan perkem bangan okonomi daerah dan meningkatkan 
Pcndapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah. 

• 

dan perrumbuhan meningkatkan denga11 daerah 

Pemerintab Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah 
dapat melaku.kan upaya unruk menambah sumber pendapatan 

I. UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAfl KOTAKUPANG 

NOMOR 3 T.AHUN 2021 

TENT ANG 

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN 

TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH 
NUSA TENGGARA TIMUR 



• 

.Huruf e 

Yang dimaksud dengan "aaas efisiensi 'yaitu. 

penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan 
agar dana penyerlaa.t1. modal digunakan sesuai 
batasan standar kebutuhan yang cliperlukan 
dalam .rarigka merrunjang penyelcnggaraan tugas 
pokok dan fungsi pemertntahan secara optimal. 

Yang cl±maksud denga.n "asaa kepastian .nilai", 
yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus 
didukung oleh adanya, ketepatan jumlah dan nilai 
penyerraan modal d alam rangk:a optimalisasi 
pemanfaatari dana dan penyusunan .laporan 
keuangan daerah , 

Hurufd 

Yang climaksud dengan "asas fungsional", yaitu 

pengambilan kepurusan dan pemecab.an masalah 
dibidang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
dilaksanakan oleh Walikota., badf,in usab a dan 

Perangkat Daerah tekms sesuai fungsi, 
wewerrang, dan tanggungjawab masing-masing. 

keadilan clan keparutari. 

Huruf' c 

penyertaan modal Perrrerirrtab 

dapat dJpertanggungj:;iwal~k1;1n 
dengan .memperhatikan rasa 

setiap kegiatan 
Daerah haru.s 
kepada rakyat 

Huruf a 

Yang dimakeud derrgsrn "aaas kepaslian bukum", 
yaitu penyertaan modal Pemer+ntah Daerah Irartre 
dilaksanakan berdasarkan h ukum dan sesuai 
dengan peraturan perundang- undangan. 

Huru.f b 

Yang dimaksud dengari ~asas akurrtabtlttas", yaitu 

11. PASAL DEMI PASAL 

Pasal l 

Cukup Jelas. 

Pasal 2 
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Pat.al 3 

Cukup Jelas. 

Pasal 4 

Cukup Jclas. 

Pasal 5 
Cukup Jelas. 

Pasal 6 

Cukup Jclas. 

Pasal 7 

Cukup Jelas. 

Pasal 8 

Cuk:up Jelas. 

Pasal 9 

Cu.kup .Jetae. 

Pasal 10 

Cukup Jelas. 

Pasal 11 

Cukup Jelas. 

Pasal 12 

Cukup Jelas. 

Pasal 13 

Cukup .Jelas. 

Pasal 14 

Cukup Jelas. 
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